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ABSTRAK

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya terhadap kinerja Kepala Desa
merupakan salah satu alasan BPD dibentuk. Upaya pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
dimaksudkan mencegah adanya penyelewengan atas kewenangan yang dilakukan oleh Kepala
Desa. Kewenangan BPD terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa terbagi menjadi empat yaitu
Kepala Desa mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) mengikuti sistem
anggaran nasional dan daerah. Pengelolaan PAD dikelola melalui APBDdes yang ditetapkan
setiap tahun pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dilakukan melalui tahapan kegiatan
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan
berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Kepala Desa
meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai
fasilitator, mediator dan motivator. Kepala Desa mampu meningkatkan lapangan kerja bagi
masyarakat desa dengan menitikberatkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan melalui beberapa kegiatan pertama, menciptakan suasana atau iklim yang
memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Kedua, memperkuat potensi atau
daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Ketiga, memberdayakan mengandung pula
arti melindungi. Serta peran Kepala Desa dalam mengarahkan kondisi geografis desa sebagai
lahan pertanian dapat dilakukan dengan cara pembinaan terhadap masyarakat, pelayanan dan
pengembangan terhadap masyarakat. Dalam mewujudkan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa
oleh Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena
pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan dan agar
pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
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